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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 

Pengadilan Agama Bontang 
Jl. Awang Long, No. 69, Bontang   

SITUS : http://pa-bontang.go.id/ SUREL : kantor.pabontang@gmail.com  

 

KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN 

Dalam rangka memenuhi hasil pemeriksaan, kami yang bertanda tangan 

di bawah ini: 

Nama : Nor Hasanuddin, Lc., M.A. 

NIP : 197804052009121001 

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bontang 

 
Selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

Nama : Drs. Rusliansyah, S.H. 

NIP : 196407181992031002 

Jabatan : Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi 

Agama Samarinda 
 

 

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

 

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil 

pemeriksaan dari tanggal Jum'at, 27 Pebruari 2026 dan selambat-lambatnya 

tanggal Kamis, 05 Maret 2026. 

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi. 

Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Pihak Kedua, 

 

Ttd. 

 

Drs. Rusliansyah, S.H. 

Selasa, 17 Maret 2026 

Pihak Pertama, 

 

 

 

Nor Hasanuddin, Lc., M.A. 

  

 

 



 

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 

Pengadilan Agama Bontang 
Jl. Awang Long, No. 69, Bontang   

SITUS : http://pa-bontang.go.id/ SUREL : kantor.pabontang@gmail.com  

 

KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN 

Dalam rangka memenuhi hasil pemeriksaan, kami yang bertanda tangan 

di bawah ini: 

Nama : Nor Hasanuddin, Lc., M.A. 

NIP : 197804052009121001 

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bontang 

 
Selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

Nama : Drs. Rusliansyah, S.H. 

NIP : 196407181992031002 

Jabatan : Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi 

Agama Samarinda 
 

 

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

 

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil 

pemeriksaan dari tanggal Jum'at, 27 Pebruari 2026 dan selambat-lambatnya 

tanggal Kamis, 05 Maret 2026. 

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi. 

Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Pihak Kedua, 

 

Ttd. 

 

Drs. Rusliansyah, S.H. 

Selasa, 17 Maret 2026 

Pihak Pertama, 

 

 

 

Nor Hasanuddin, Lc., M.A. 

  

 

 



LEMBAR TINDAK LANJUT 

HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAERAH 

HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA 

SAMARINDA 

PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG 

 

DASAR HUKUM 

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : 521/KPTA.W17-

A/ST.PW.1.1.1/II/2026 tanggal Jum'at, 20 Pebruari 2026 perihal Pengawasan Daerah pada 

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal Jum'at, 02 Januari 2026 s/d Selasa, 31 Maret 

2026  

 

OBJEK PEMERIKSAAN 

A. Manajemen Peradilan 

B. Administrasi Perkara 

C. Administrasi Persidangan 

D. Administrasi Kesekretariatan 

E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik 

 

TEMUAN - TEMUAN 

A. MANAJEMEN PERADILAN 

1. Kondisi 

Program kerja 2026 sudah dibuat namun kegiatan yang bersumber dana dari 

DIPA tidak sesuai dengan pagu DIPA T.A. 2026 dan pada point B.Penutup ada 

kalimat Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 

Kriteria 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

R.I Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di 

Bawahnya;Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 

2049/SEK/ SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada 

dibawahnya;Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER- 5/AG/2020 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran; 

Sebab 

Ketidakcermatan tim penyusun Program Kerja 2026 dalam menyusun Program 

Kerja 2026 

Akibat 

Dokumen Program Kerja Tahun 2026 yang disajikan tidak akuntabel. 



Rekomendasi 

Agar dokumen Program Kerja Tahun 2026 diperbaiki agar lebih akurat. 

Tindak Lanjut  

Pengadilan Agama Bontang telah menyesuaikan jumlah nilai setiap program 

dengan pagu DIPA TA 2026. Demikian pula Pengadilan Agama Bontang telah 

membetulkan kesalahan penulisan pada bagian penutup: Pengadilan Agama 

Jakarta Pusat menjadi: Pengadilan Agama Bontang. 

2. Kondisi 

Notulen rapat pada tanggal 23 Februari 2025 belum disahkan Ketua PA 

Bontang 

Kriteria 

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/ SK/VII/2007 

tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang 

pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan; 

2. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab 

Pengawasan dan Pembinaan, hal. 53 

Sebab 

Kelalalaian petugas notulis 

Akibat 

data tidak lengkap 

Rekomendasi 

Segera diperbaiki dengan pengesahan dari Ketua PA Bontang 

Tindak Lanjut 

Notulis telah menandatangani notula yang dibuat untuk kegiatan rapat pada 

tanggal 23 Februari 2026, kemudian Ketua Pengadilan Agama Bontang juga 

telah mengesahkannya dengan cara menandatangani notula tersebut, kemudian 

dibubuhi stempel resmi pengadilan 

B. ADMINISTRASI PERKARA 

1. Kondisi 

Belum ada Register Uang Titipan/ Konsignasi (Bagian Waris, Harta Bersama, 

Nafkah Iddah, Mutâ€™ah, dan lain- lain)  

Kriteria 

1. SK KMA Nomor 71/KMA/ SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan SIPP pada 

PengadilanTingkat Banding dan Tingkat Pertama  

2. SK KMA No. KMA /32/SK/ IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf 

A, angka 5;  

3. KMA No 363/KMA/ SK/XII/2022 Tentang Juknis Administersi 

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama 

Sebab 

Belum tertib administrasi perkara 



Akibat 

Data tentang uang titipan pihak ketiga tidak teridentifikasi 

Rekomendasi 

Segera dibuat Register Uang Titipan/Konsignasi (bagian waris, harta bersama, 

nafkah iddah, mut'ah dll) 

Tindak Lanjut  

Pengadilan Agama Bontang telah membuatkan Register Uang 

Tititpan/Konsignasi (bagian waris,harta bersama, nafkah iddah, mut'ah dll) 

2. Kondisi 

LIPA 1 (Laporan keadaan perkara) bulan Januari 2026, pada kolom 3 LIPA 1, 

diisi dengan jenis perkara misalnya cerai gugat, cerai talak, dst...., seharusnya 

kolom 3 itu diisi dengan kode perkara misalnya A6 untuk cerai talak, A7 untuk 

cerai gugat, C untuk kewarisan, dst... .  

Kriteria 

1. SK KMA No. KMA 01/SK/I/1991, tentang Pola Bindalmin  

2. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, 

huruf A, angka 8;  

3. SK KMA Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan SIPP 

pada PengadilanTingkat Banding dan Tingkat Pertama.  

4. Perma No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma 

Nomor 7 Tahun 2022, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan 

Elektronik.  

5. SK KMA Nomor 363/KMA/ SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis 

Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan 

Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik 

6. SK Dirjen Badilag No.1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 

tentangPelaksnaan Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Agama 

Secara Elektronik  

7. Surat Dirjen Badilag Nomor 0458/DJA/HM.02.1.3/2/2016 tentang 

Implementasi SIPP, SE Dirjen Badilag No. 0377.a/DjA/HM.00/2/2016 

tentang pedoman pola pelaporan perkara 

Sebab 

Kekurangtelitian petugas yang bertanggung jawab atas pelaporan 

keadaan perkara 

Akibat 

Tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan 

Rekomendasi 

Agar segera ditindaklanjuti dengan merevisi LIPA 1 bulan Januari 2026 

dengan mempedomani Surat Edaran Dirjen Badilag No. 

0377.a/DjA/HM.00/2/2016 tersebut  

Tindak Lanjut  



Pengadilan Agama Bontang telah melakukan revisi terhadap laporan 

LIPA 1 bulan Januari 2026 

3. ADMINISTRASI PERSIDANGAN 

1. Kondisi 

Jika salah seorang hakim berhalangan, Ketua menunjuk hakim lain 

sebagai pengganti dengan PMH baru. Pergantian Majelis Hakim dicatat 

dalam BAS dan register perkara. Namun dalam perkara Nomor 

355/Pdt.G/2025/PA.Botg, tanggal 19 Agustus 2025, Panitera Pengganti 

tidak mencatatnya dalam BAS sehingga susunan persidangan sama 

dengan yang lalu. 

Kriteria 

KMA 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 jo. Keputusan Kamar 

Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang 

Buku II edisi revisi tahun 2013, bagian 7. Pelaksanaan Sidang, huruf (a) 

tentang Ketentuan Umum Persidangan pada angka 11. 

Sebab 

Kelalaian Panitera Pengganti 

Akibat 

Administrasi berkas perkara tidak lengkap; 

Rekomendasi 

Segera dilakukkan perbaikan terhadap BAS perkara Nomor 

355/Pdt.G/2025/PA.Botg, tanggal 19 Agustuss 2025 tersebut 

Tindak Lanjut  

Pengadilan Agama Bontang telah melakukan perbaikan terhadap BAS 

perkara Nomor 355/Pdt.G.2025.PA Botg tanggal 19 Agustus 2025 

2. Kondisi 

Pelaksanaan mediasi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 

para pihak tidak menandatangani surat pernyataan tentang penjelasan 

mediasi 

Kriteria 

Lampiran I-02 Surat Keputusan KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 

tanggal 17 Juni 2016, hal. 6-7 

Sebab 

Kekurangtelitian aparat terhadap kelengkapan berkas persidangan 

Akibat 

Administrasi berkas perkara tidak lengkap; 

Rekomendasi 

Segara dimintakan tanda tangan para pihak terhadap surat pernyataan 

tentang penjelasan mediasi 



Tindak Lanjut  

Pengadilan Agama Bontang telah menindaklanjuti temuan ini dengan 

memintakan tandatangan para pihak terhadapm surat pernyataan tentang 

penjelasan mediasi 

4. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN 

1. Kondisi 

Perjalanan dinas telah dilaksanakan dan biaya negara telah dikeluarkan 

untuk pembayaran biaya namun rincian pertanggungjawaban pada 

kwitansi belum bertanda tangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen 

Kriteria 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata 

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi 

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 22/PB/2013 Tentang 

Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan pegawai Tidak Tetap 

4. Surat Sekretaris Mahklamah Agung Nomor 

2702/SEK/KU.04/11/2022 Hal Perlakukan RPL Untuk Menampung 

Biaya Proses Pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara 

5. Pedoman Singkat Pelaksanaan Anggaran DIPA 03 di Pengadilan 

Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan 

Peradilan Umum Tahun 2019 

6. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama No. 3 Tahun 2017 

Tentang Pelaksanaan DIPA Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Agama; 

7. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara 

Nomor 271/DjMT/KEP/OT.01.1/VI/2022 Tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 di Lingkungan 

Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara 

Sebab 

Kelalaian PPK dalam menandatangani pertanggungjawaban perjalanan 

dinas 

Akibat 

Data tidak sinkron dan valid 

Rekomendasi 

Segera dilakukan penandatanganan oleh PPK terhadap 

pertanggungjawaban perjalanan dinas 

Tindak Lanjut  

Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Bontang telah 

menandatangani bukti surat perjalanan dinas yang sebelum ini belum 

ditandatangani 



2. Kondisi 

Terdapat kekosongan jabatan di Kepaniteraan, yaitu kekosongan 2 

Panitera Muda 

Kriteria 

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil; 

3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1/SEK/SK/I/2019 Tentang Pola Promosi dan Mutasi 

Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan di Bawahnya. 

Sebab 

Adanya mutasi/promosi jabatan  

Akibat 

Beberapa pekerjaan dalam jabatan tersebut dirangkap oleh Panitera yang 

didelegasikan kepada pegawai yang ada. 

Rekomendasi 

Segera ditindaklanjuti dengan rapat Baperjakat untuk pengisian jabatan 

tersebut dan mengusulkannya ke PTA Samarinda 

Tindak Lanjut  

Pengadilan Agama Bontang menindaklanjuti temuan dengan melakukan 

Rapat Baperjakat yang pada intinya Pengadilan Agama Bontang 

bermohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda agar jabatan 

Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan segera 

diusulkan pengisiannya ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

3. Kondisi 

Perpustakaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu buku-

buku belum diberi kode nomor dan penggunaan katalog 

Kriteria 

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan;Lampiran I angka 4.2 huruf (a), Peraturan Perpustakaan 

Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional 

Perpustakaan Khusus.Lampiran I angka 3.6 huruf (a), Peraturan 

Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar 

Nasional Perpustakaan Khusus.Lampiran I angka 3.6 huruf (e), 

Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang 

Standar Nasional Perpustakaan Khusus.Lampiran I angka 2.12, 

Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang 

Standar Nasional Perpustakaan Khusus. 



Sebab 

Kelalaian petugas perpustakaan untuk membuat katalog dan call number 

Akibat 

Penelusuran buku perpustakaan menjadi lama 

Rekomendasi 

Segera ditindaklanjuti dengan memberikan kode dan call number untuk 

buku-buku perpustakaan PA Bontang 

Tindak Lanjut  

Pengadilan Agama Bontang telah melakukan tata kelola perpustanaan 

di mana buku dan majalah yang selama ini belum diberik kode nomor 

dan katalog telah pun dilakukan kode nomor dan katalog buku sesuai 

kaidah Dewey Decimal Classification 

5. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

1. Kondisi 

Website PA Bontang belum menampilkan tautan video atau infografis 

terbaru dari Mahkamah Agung (ecourt, gugatan sederhana) 

Kriteria 

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 45 Tahun 2012 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik;2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 

di Pengadilan 

Sebab 

Kelalaian dari petugas IT  

Akibat 

informasi tidak valid 

Rekomendasi 

Agar dibuatkan infografis ecourt dan gugatan sederhana di website PA 

Bontang 

Tindak Lanjut  

Pengadilan Agama Bontang telah menampilkan kebijakan Mahkamah 

Agung RI bidang Gugatan Sederhana dan Implementasi e-Court pada 

website resmi Pengadilan Agama Bontang 

2. Kondisi 

Informasi yang ditampilkan masih ada yang tidak update terbaru, seperti 

: - Pengumuman;- Siaran Pers;- Program Kerja 2026; 

Kriteria 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, 

Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan; Surat Keputusan Ketua 



Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 

PelayananPeradilan.Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan 

Informasi Publik di Pengadilan, Poin IV., Huruf E, angka 1, huruf a. 

sampai dengan huruf d. 

Sebab 

Petugas pengelola website tidak melakukan update informasi website 

secara rutin. 

Akibat 

Belum transparansi terhadap publik. 

Rekomendasi 

Agar dilakukan update secara rutin. 

Tindak Lanjut  

Pengadilan Agama Bontang telah memperbarui Siaran Pers, 

Pengumuman dan Kegiatan Rutin pada bagian halaman depan website 

resmi Pengadilan Agama Bontang 

3. Kondisi 

Website PA Bontang belum memperbarui biaya perolehan salinan 

informasi 

Kriteria 

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di 

Pengadilan, 

Sebab 

Kelalaian petugas PPID dalam memperbarui biaya perolehan salinan 

informasi 

Akibat 

informasi tidak valid 

Rekomendasi 

Segera ditindalklanjuti dengan memperbaharui SK Biaya Perolehan 

Informasi 

Tindak Lanjut 

Pengadilan Agama Bontang telah pun memperbarui biaya perolehan 

informasi di mana Sekretaris Pengadilan Agama Bontang selaku atasan 

PPID telah menerbitkan surat keputusan terbaru terkait biaya perolehan 

informasi yang dimohonkan masyarakat secara konvensional sedangkan 

permohonan informasi secara elektronik adalah nihil 

 



C. TANGGAPAN OBRIK 

D. Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Pengadilan Agama 

Bontang, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.  

 

 

Selasa, 17 Maret 2026 

 

 

 

 

Nor Hasanuddin, Lc., M.A. 

NIP. 19780405.200912.1.001  

 



Belum ada Register Uang Titipan/ Konsignasi (Bagian Waris, Harta 

Bersama, Nafkah Iddah, Mut’ah, dan lain-lain) 

 

 

 

 

 



TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN  

HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  

TRIWULAN I TAHUN  2026 

Bidang Administrasi Perkara 

Nomor Temuan : 33 

Sebelum 

 



Sesudah 

 

 
 

 
 



Pada laporan keadaan perkara LIPA 1 kolom 3 seharusnya berisi kode 

perkara, namun pada laporan perkara bulan Januari 2026 LIPA 1 berisi 

jenis perkara seperti cerai talak dll 

 

 



TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN  

HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  

TRIWULAN I TAHUN  2026 

 

Bidang Administrasi Perkara 

Nomor Temuan : 109 

Sebelum 

 
Sesudah 

 



[Jika salah seorang Hakim berhalangan tetap, Ketua Pengadilan menunjuk 

hakim lain sebagai pengganti dengan PMH baru. Pergantian Majelis Hakim 

dicatat dalam BAS dan Register Perkara, Panitera Pengganti tidak mencatat 

dalam BAS, sehingga susunan persidangan sama dengan yang lalu.] 

 

 



TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN  

HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  

TRIWULAN I TAHUN  2026 

 

Bidang Administrasi Persidangan 

Nomor Temuan : 2 

Sebelum 

 
 

 



Sesudah 

 



Para pihak tidak menandatangani surat pernyataan tentang penjelasan mediasi 

 



Bidang Administrasi Persidangan 

Nomor Temuan : 42 

Sebelum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sesudah 

 



PA Bontang belum Menampilkan Infografis Kebijikan Mahkamah Agung bidang e-Court 

 

 

 

 

PA Bontang belum Menampilkan Infografis Kebijikan Mahkamah Agung bidang Gugatan Sederhana 

 

 

 

 



PA Bontang telah Menampilkan Kebjakan Mahkamah Agung RI Bidang e-Court di Website Resmi 

Pengadilan Agama Bontang: https://pa-bontang.go.id/kepaniteraan/infografis-e-court-dan-gugatan-

sederhana  

 

 

 

 

PA Bontang telah Menampilkan Kebjakan Mahkamah Agung RI Bidang Gugatan Sederhana di Website 

Resmi Pengadilan Agama Bontang: https://pa-bontang.go.id/kepaniteraan/infografis-e-court-dan-

gugatan-sederhana 
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https://pa-bontang.go.id/kepaniteraan/infografis-e-court-dan-gugatan-sederhana
https://pa-bontang.go.id/kepaniteraan/infografis-e-court-dan-gugatan-sederhana


Biaya Perolehahan Mediasi belum Diperbarui (1) 

 

 







Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang terbaru terkait peroleh biaya informasi sudah 

diunggah ke dalam website Pengadilan Agama Bontang 

 

































Perjalanan Dinas telah dilaksanakan dan biaya negara telah dikeluarkan untuk 

pembayaran biaya namun rincian pertanggung jawaban  pada Kwitansi belum 

bertanda tangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen 

 

 





Terdapat Kekosongan Jabatan di Kepaniteraan yaitu kekosongan 2 Panitera 

Muda 

 

 

 



















Sebagian besar buku-buku perpustakaan belum diberi kode nomor pada tiap-tiap buku 

dan penggunaan katalog 

 

 



Sesudah 

 



No.
No. Urut

Pendaftaran Klasifikasi Tahun terbit Pengarang Judul Buku Jilid Penerbit Dari Jumlah Hal. Ket.
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10

834. 6.01.01.01.999.851 348 2001 TIM

Kompilasi
Hukum Islam
di Indonesia - Dirbinpera Depag 180 sudah

835. 6.01.01.01.999.852 348 2001 TIM

Kompilasi
Hukum Islam
di Indonesia - Dirbinpera Depag 180 sudah

836. 6.01.01.01.999.853 348 2001 TIM

Kompilasi
Hukum Islam
di Indonesia - Dirbinpera Depag 180 sudah

837. 6.01.01.01.999.854 348 2001 TIM

Kompilasi
Hukum Islam
di Indonesia - Dirbinpera Depag 180 sudah

838. 6.01.01.01.999.855 340 2008 TIM

Pedoman
Perilaku
Hakim - MARI MARI 59 sudah

839. 6.01.01.01.999.856 340 2008 TIM

Pedoman
Perilaku
Hakim - MARI MARI 59 sudah

840. 6.01.01.01.999.857 340 2008 TIM

Pedoman
Perilaku
Hakim - MARI MARI 59 sudah

841. 6.01.01.01.999.858 340 2008 TIM

Pedoman
Perilaku
Hakim - MARI MARI 59 sudah

842. 6.01.01.01.999.859 297.382 2004 TIM

Analisa
Hukum Islam

Tentang
Anak Luar

Nikah -

Dit. Bin.
Badilag, Ditjen
Bimas Islam

dan
Penyelenggara
an Haji, Depag

RI

Dit. Bin.
Badilag,

Ditjen Bimas
Islam dan

Penyelengga
raan Haji,
Depag RI 128 Sudah

843. 6.01.01.01.999.860 297.482 1993
M. Yahya

Harahap, SH

Beberapa
Permasalah
an Hukum

Acara Pada
Peradilan
Agama -

Yayasan
Al-Hikmah Jakarta 75 Sudah



844. 6.01.01.01.999.861 347.06 2011

Dr. Hj. Efa
Laela

Fakhriah

Bukti
Elektronik

dalam
Sistem

Pembuktian
Perdata -

P.T. Alumni
Bandung Bandung 220 Sudah

845. 6.01.01.01.999.862 348.598 2017 TIM

Penyusunan
Naskah

Akademik
Rancangan
Peraturan
Mahkamah

Agung
Tentang

Kepaniteraa
n dan

Kesekretaria
tan

Pengadilan - MARI MARI 332 Sudah

846. 6.01.01.01.999.863 348.598 2018 TIM

Penyusunan
Naskah

Akademik
Rancangan
Peraturan
Mahkamah

Agung
Tentang

Kepaniteraa
n dan

Kesekretaria
tan

Pengadilan - MARI MARI 162 Sudah

847. 6.01.01.01.999.864 352.5 2008 TIM

Pedoman
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa - Visimedia Jakarta 332 Sudah

848. 6.01.01.01.999.865 348 2001 TIM

Kompilasi
Hukum Islam
di Indonesia - Dirbinpera Depag 180 Sudah



849. 6.01.01.01.999.866 347.598 2007 TIM

Pedoman
Pelaksanaan
Tugas dan
administrasi
Pengadilan
dalam empat
lingkungan
peradilan - MARI MARI 917 Sudah

850. 6.01.01.01.999.867 347.598 2022

DR. Amran
Fakhrur,
SH.,MH.

Dimensi
Hukum
Filantropi
Islam,
potensi
sengketa di
pengadilan
Agama - Pustaka Saga Surabaya 140 Sudah

851. 6.01.01.01.999.868 346.598 2018 TIM

Kriteria Itikad
tidak baik
dalam
penyelesaia
n sengketa
merek
terkenal
melalui
putusan
pengadilan -

Puslitbang
Hukum dan
Peradilan

Mahkamah
Agung RI

Jakarta
Pusat 514 Sudah

852. 6.01.01.01.999.869 348.598 1999 Tim

Himpunan
Peraturan
Perundang-u
ndangan - MARI

Jakarta
Pusat 647 Sudah

853. 6.01.01.01.999.870 347.598 2021 Tim

Kompilasi
Hasil Rapat
Pleno Kamar
Mahkamah
Agung
2012-2019 - MARI

Jakarta
Pusat 223 Sudah

854. 6.01.01.01.999.871 347.598 2020

Dr.Drs. H.
Aco Nur,
S.H.,M.H.

Inovasi &
Akselarasi
Perubahan
di Peradilan
Agama - Pustaka Saga Surabaya 280 Sudah



855. 6.01.01.01.999.872 345.598 2020

Dr.H.M.
Syarifuddin,
S.H.,M.H.

Tata Cara
Penanganan
Aset Hasil
Tindak
Pidana -

P.T. Imaji Cipta
Karya Jakarta 572 Sudah

856. 6.01.01.01.999.873 347.598 2015 Tim

Himpunan
Surat
Edaran
Mahkamah
Agung dan
Peraturan
Mahkamah
Agung
Tahun
2000-2005 - MARI

Jakarta
Pusat 761 Sudah

857. 6.01.01.01.999.874 347.598 2017 Tim

Himpunan
Kebijakan
Mahkamah
Agung
Tahun 2017 - MARI

Jakarta
Pusat 416 Sudah

858 6.01.01.01.999.875 347.598 2020
Ernawari,
S.H.I.,M.H.

Hukum
Acara
Peradilan
Agama -

PT.
RajaGrafindo
Persada Depok 296 Sudah

859 6.01.01.01.999.876 347.598 2017 Tim

Gugatan
Perbuatan
Melawan
Hukum - MARI

Jakarta
Pusat 154 Sudah

860 6.01.01.01.999.877 345.598 2000 Tim

Undang-und
ang tentang
Pengadilan
Hak Asasi
Manusia
2000 &
Undang-und
ang HAM
1999 -

Direktorat
Jenderal HAM,
Departemen
Hukum dan
HAM- RI

Jakarta
Pusat 195 Sudah



861 6.01.01.01.999.878 347.598 2018 Tim

Produktivitas
Praktik
Mediasi
dalam
Penyelesaia
n Perkara
Perdata
Terintegrasi
Quas Diversi
Mediasi
Diluar
Pengadilan - MARI

Jakarta
Pusat 428 Sudah

862 6.01.01.01.999.879 342.598 2018 Tim

Undang-und
ang Dasar
Negara RI
tahun 1945,
Undang-und
ang tentang
Mahkamah
Konstitusi

Cetakan
Kedelapan

Kepaniteraan
dan Sekretariat
Jenderal
Mahkamah
Konstitusi RI

Jakarta
Pusat 198 Sudah

863 6.01.01.01.999.880 297.273 2008 Tim

Undang-und
ang Nomor
41 Tahun
2004
Tentang
Wakaf,
Peratuaran
Pemerintah
Nomor 42
Tahun 2006 -

Departemen
Agama,
Direktori
Jenderal
Bimbingan
Masyarakat
Islam

Jakarta
Pusat 140 Sudah

864 6.01.01.01.999.881 297.273 2008 Tim

Undang-und
ang Nomor
41 Tahun
2004
Tentang
Wakaf,
Peratuaran
Pemerintah
Nomor 42
Tahun 2007 -

Departemen
Agama,
Direktori
Jenderal
Bimbingan
Masyarakat
Islam

Jakarta
Pusat 140 Sudah



865 6.01.01.01.999.882 347.598 2009 Tim

eputusan
Bersama
Ketua
Mahkamah
Agung RI
dan Ketua
omisi
Yudisial RI,
Tentang
Kode Etik
dan
Pedoman
Perilaku
Hakim -

MARI dan
Komisi Yudisial
RI

Jakarta
Pusat 40 Sudah

866 6.01.01.01.999.883 34.659.805 2018

Dr. Ellyne
Dwi
Poespasari,
S.H., M.H.

Pemahaman
Seputar
Hukum
Waris Adat
di Indonesia -

Prenadamedia
Group

Jakarta
Timur 234 Sudah

867 6.01.01.01.999.884 347.598 2019

R.
Soeroso,S.H
.

Hukum
Acara
Perdata
Lengkap &
Praktis HIR,
Rbg dan
Yurisprudens
i - Sinar Grafika Jakarta 262 Sudah

868 6.01.01.01.999.885 347.598 1985 Tim

Yurisprudens
i Indonesia
Putusan
Putusan
Pengadilan
Agama

Cetakan
Pertama MARI Jakarta 364 Sudah

869 6.01.01.01.999.886 340 2014

Prof. Dr.
Soerjono
Soekanto,
S.H.,M.A.

Faktor-faktor
yang
mempengar
uhi
Penegakan
Hukum -

PT.
RajaGrafindo
Persada Jakarta 78 Sudah



870 6.01.01.01.999.887 342.598 2021

Dr. H.
Sunarto,
S.H.,M.H.

Batas
Kewenangan
Mahkamah
Agung dan
Komisi
Yudisial
dalam
mengawasi
Hakim - Kencana Jakarta 312 Sudah

871 6.01.01.01.999.888 340 2021

Dr. H.
Sunarto,
S.H.,M.H.

Gagasan
Tentang
Integritas,
Intelektualita
s, dan
Kapabilitas - Kencana Jakarta 326 Sudah

872 6.01.01.01.999.889 347.598 2003

Drs. Abdul
Manan, SH,
S.IP.,M.Hum

Aneka
Masalah
dalam
Praktek
Peradilan
Agama -

Pustaka
Bangsa Press Jakarta 317 Sudah

873 6.01.01.01.999.890 347.598 2008

Pusdiklat
Teknis
Peradilan
Balitbang
Diklat Kumdi
MA-RI

Panitera
Pengadilan:
Tugas,
Fungsi dan
Tanggung
Jawab -

Pusdiklat
Teknis
Peradilan
Balitbang Diklat
Kumdi MA-RI Jakarta 526 Sudah

874 6.01.01.01.999.891 347.598 2004 Tim

Himpunan
Peraturan
Perundang-u
ndangan
Tentang
Penyatuapa
n Peradilan
Agama ke
Mahkamah
Agung -

Dirjen
Pembinaan
Peradilan
Agama Tahun
2004 Jakarta 2004 Sudah



875 6.01.01.01.999.892 340.05 2009

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI)

Varia
Peradilan
Majalah
Hukum
Tahun XXIV
No. 286
September
2009 -

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI) Jakarta 2009

876 6.01.01.01.999.893 340.05 2009

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI)

Varia
Peradilan
Majalah
Hukum
Tahun XXIV
No. 288
November
2009 -

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI) Jakarta 2009

877 6.01.01.01.999.894 340.05 2010

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI)

Varia
Peradilan
Majalah
Hukum
Tahun XXV
No. 292
Maret 2010 -

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI) Jakarta 2010

878 6.01.01.01.999.895 340.05 2010

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI)

Varia
Peradilan
Majalah
Hukum
Tahun XXV
No. 294 Mei
2010 -

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI) Jakarta 2010

879 6.01.01.01.999.896 340.05 2010

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI)

Varia
Peradilan
Majalah
Hukum
Tahun XXV
No. 297
Agustus
2010 -

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI) Jakarta 2010



880 6.01.01.01.999.897 340.05 2010

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI)

Varia
Peradilan
Majalah
Hukum
Tahun XXV
No. 299
Oktober
2010 -

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI) Jakarta 2010

881 6.01.01.01.999.898 340.05 2010

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI)

Varia
Peradilan
Majalah
Hukum
Tahun XXVI
No. 300
November
2010 -

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI) Jakarta 2010

882 6.01.01.01.999.899 340.05 2010

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI)

Varia
Peradilan
Majalah
Hukum
Tahun XXVI
No. 300
November
2010 -

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI) Jakarta 2010

883 6.01.01.01.999.900 340.05 2011

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI)

Varia
Peradilan
Majalah
Hukum
Tahun XXVII
No. 302
Januari 2011 -

Ikatan Hakim
Indonesia
(IKAHI) Jakarta 2010
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PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA BONTANG 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Program kerja merupakan bagian yang penting dalam sebuah fungsi manajemen, karena 

melalui program kerja itulah dapat dilihat arah dan sasaran kerja dari unit suatu organisasi. Progran 

kerja merupakan pedoman atau panduang setiap unit organisasi untuk melaksanakna tugas-

tugasnya, agar visi dan misi Pengadilan Agama Bontang dapat tercapai. 

Program kerja ini disusun berdasarkan visi dan misi Pengadilan Agama Bontang dan 

Mahkamah Agung serta kondisi objektif Pengadilan Agama Bontang dan merupakan rapat hasil 

kerja yang dipimpin Ketua Pengadilan Agama Bontang 

 

B.   VISI DAN MISI 

 

VISI 

Mewujudkan Peradilan yang Agung 

MISI 

1. Menjaga kemandirian peradilan 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan 
kepada pencari keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi 
peradilan 
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C. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2026 PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG 

 
Rencana kerja tahunan Pengadilan Agama Bontang disusun berpedoman 

kepada perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya untuk periode 2020- 

2026. Rencana kerja tahun 2026 merupakan kelanjutan dari perencanaan kinerja tahun 

2022 yang ditambah dengan beberapa program yang dijabarkan berdasarkan indikator 

kinerja lima tahun dari rencana strategis. Dengan kata lain bahwa rencana kerja 

tahunan tahun 2026 pada kantor Pengadilan Agama Bontang secara umum akan 

dilaksanakan untuk mencapai target tahun terakhir dari perencanaan strategis yang 

akan dijabarkan sebagai berikut: 

 
a. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu 

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi 

dan misi Pengadilan Agama Bontang. Adapun tujuan yang hendak dicapai 

Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut: 

i. Mewujudkan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan 

Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan. 

ii. Mewujudkan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan 

Profesional. 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 

sampai dengan tahun 2029. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai 

Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan 
modern. 

2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik. 

3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. 
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b. Indikator Kinerja Utama 

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran 

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja 

utama adalah sebagai berikut: 

 

 

NO 

 

SASARAN STRATEGIS 

 

INDIKATOR KINERJA 

1. Terwujudnya peradilan yang 

efektif, transparan, akuntabel, 

responsif, dan modern 

Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

Persentase penyediaan pengiriman 

salinan putusan tepat waktu oleh 

pengadilan tingkat pertama kepada para 

pihak 

Persentase pengiriman 

pemberitahuan petikan/amar putusan 

tingkat banding, kasasi, dan PK 

secara tepat waktu oleh pengadilan 

pengaju kepada para pihak 

Persentase penyelesaian permohonan 

eksekusi putusan perdata agama 

Persentase perkara yang berhasil 

diselesaikan melalui mediasi 

Persentase perkara perdata yang 

menggunakan eCourt 

Persentase permohonan pembebasan 

biaya perkara di lingkungan peradilan 

agama 

2. Meningkatkan Tingkat 

Keyakinan dan 

Kepercayaan Publik 

Indeks kepuasan pengguna layanan 

pengadilan berdasarkan standar 

layanan yang ditetapkan 

Persentase pengguna bantuan hukum di 

lingkungan peradilan agama 

3. Terwujudnya Manajemen 

Peradilan yang Transparan 

dan Profesional 

Nilai Indeks Kinerja Pelaksana 

Anggaran (IKPA) DIPA 01 

Nilai Indeks Kinerja Pelaksana 

Anggaran (IKPA) DIPA 04 
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Nilai Indeks Profesional (IP ASN) 

Indeks Pengolaan Aset (IPA) 

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 

DIPA 01 

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 

DIPA 04 
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c. Program 
Program-program yang ditetapkan untuk perencanaan kinerja tahun 2026 

merupakan program-program yang ditujukan untuk mencapai sasaran kinerja tahun 

2026, sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen 

perencanaan strategis sebagai berikut: 

 
i. Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik 

1. Manajemen Peradilan 

 
NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

1 Penyelenggaraan 

pencapaian tujuan 

organisasi 

Pengadilan 

1. Menyusunan 

perencanaan yang 

mengacu kepada 

PerpresNo. 29 tahun 

2014 dengan 

melibatkan seluruh 

pejabat terkait 

1. Terwujudnya 

tujuan organisasi 

Pengadilan. 

2. Terselenggaranya 

pembinaan dan 

pengawasan 

melalui 

pemberdayaan 

hakim 

pengawasan 

bidang 

 

2. Melakukan rapat 

koordinasi dan 

pembinaan dengan 

bawahan secara berkala 

3. Melaksanakan kinerja 

berbasis program 

sesuai dengan SOP 

4. Melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan 

kinerja melalui hakim 

pengawasan bidang 

sekali dalam 3 bulan 

sekali 

5. Melakukan penilaian 

kinerja dengan 

menggunakan SKP 
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2. Pelayanan Publik 

 
NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

1 Peningkatkan 

kemampuan 

petugas PTSP. 

1. Menyelenggarakan 

kegiatan DDTK (diklat di 

tempat kerja) untuk 

petugas PTSP 

Terwujudnya petugas 

layanan (PTSP) yang 

handal dan 

kompeten. 

 

2. Menyediakan SOP 

layanan publik bagi 

petugas PTSP sebagai 

acuan dalam 

pelaksanaan tugas. 

3. Melakukan DDTK 

pelayanan e-litigasi 

kepada petugas PTSP 

2 Peningkatan 

mutu pelayanan 

publik bagi 

pencari keadilan 

dan pengguna 

Pengadilan 

melalui 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) 

1. Mengoptimalkan 

Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) dan 

Meningkatnya 

pemanfaatan TI. 

1. Terselenggaranya 

pelaksanaan 

Pelayanan terpadu 

Satu Pintu (PTSP) 

2. Terwujudkan proses 

peradilan yang 

cepat, sederhana 

dan biaya ringan 

3. Terwujudnya peran 

serta masyarakat 

dalam memperbaiki 

citra peradilan yang 

bermartabat dan 

dihormati 

 

2. Memberikan informasi 

peradilan secara 

lengkap, dan menerima 

laporan pengaduan 

3. Menyampaikan informasi 

kepada masyarakat 

tentang proses peradilan 

secara terbuka 

4. Menerima perkara yang 

diajukan oleh para pihak 

yang berperkara dan 

menaksir panjar biaya 

yang dituangkan dalam 

SKUM oleh petugas 

secara cepat dan benar 

sesuai dengan SOP 

5. Menerima panjar biaya 

perkara melalui Bank 

yang telah ditunjuk. 

6. Melaksanakan 

pembuatan laporan 

informasi dan 

pengaduan secara tepat 

dan benar serta 

mengirimkannya tepat 

waktu. 
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NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

  7. Menyerahkan salinan 

putusan/penetapan dan 

akta cerai kepada para 

pihak. 

  

8. Meningkatkan pelayanan 

e-court 

9. Memberlakukan PTSP 

Online 

3 Penyelenggaraan 

data statistik yang 

akurat, informasi 

tentang prosedur 

berperkara dan 

informasi biaya 

perkara. 

1. Menginput data 

perkara sesuai dengan 

tahapannya 

1. Tersusunnya 

akurasi data dan 

statistik, mulai dari 

penyusunan, 

pengumpulan, 

pengolahan, 

analisa dan 

penyajian data, 

termasuk 

pemanfaatan 

teknologi dengan 

penerapan aplikasi 

yang lebih canggih. 

2. Terwujudnya 

keterbukaan 

informasi di 

peradilan guna 

tercapai 

akuntabilitas 

peradilan baik 

melalui media cetak 

peradilan maupun 

pada website. 

 

2. Membuat papan 

informasi tentang 

prosedur berperkara 

bagi pencari keadilan 

3. Mempublikasikan 

penggunaan biaya 

perkara. 

4. Mempublikasikan biaya 

perkara dan 

penggunaan biaya 

perkara melalui 

banner. 

5. Mempublikasikan 

informasi prosedur 

perkara melalui 

website. 

4 Penyampaian 

informasi tentang 

mediator yang 

terdaftar di 

pengadilan 

1. Membuat papan/banner 

kompetensi absolut 

mediator beserta jadwal 

tugasnya. 

Terselenggaranya 

mediasi yang 

berkualitas. 

 

2. Membuat SK mediator 

Tahun 2026 

5 Peningkatan 

pendaftaran 

perkara secara 

elektronik (e-court) 

1. Melakukan sosialisasi e- 

court pada SDM internal. 

Terselenggaranya 

prosedur perkara 

secara elektronik 

 

2. Melakukan sosialisasi 

pada advokat 

3. Membuat brosure e- 

court 

4. Memberikan layanan 

informasi pada meja 

khusus e-court 
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NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

6 Penyelenggaraan 

Zona Integritas 

Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK) 

dan Wilayah 

Birokrasi Bersih 

Melayani (WBBM) 

1. Melanjutkan dan 

menyusun dokumen 

rencana kerja 

pembangunan ZI untuk 

semua area. 

Terselenggaranya 

dan tetap bertahan 

predikat 

pemerintahan bebas 

korupsi dan bersih 

melayani 

 

2. Melakukan pemilihan 

agen perubahan 2026 

(role model) 

3. Melakukan keterbukaan 

informasi public 

4. Public campaign ZI 

Wilayah Bebas Korusi 

(banner dan audio) 

5. Melakukan monitoring 

dan evaluasi ZI 

 

 
ii. Teknis dan administrasi yustisial 

1. Bidang teknis yustisial 

 
NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

1 Peningkatan 

kemampuan dan 

profesional hakim 

dalam 

mewujudkan 

putusan yang 

berkeadilan 

1. Mengadakan diskusi 

hukum secara berkala 

dan kegiatan diklat 

ditempat kerja (DDTK) 

Terwujudnya 

profesionalisme hakim 

dan kualitas putusan 

yang baik 

 

2. Mengikutsertakan 

hakim dalam kegiatan 

Bimtek yang diadakan 

oleh PTA Samarinda 

dan Badilag/MARI 

3. Melakukan eksaminasi 

antar Majelis minimal 

tiga bulan sekali 

2 Peningkatan 

kemampuan dan 

1. Menyelenggarakan 

diskusi-diskusi tentang 

ekonomi syari'ah 

Terwujudnya hakim 

yang berkualitas 

dalam penanganan 
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NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

 
 
 

 
3 

keterampilan 

hakim bidang 

ekonomi syari'ah 

 
Peningkatan 

jumlah 

penyelesaian 

perkara melalui 

mediasi 

2. Mengikutsertakan 

hakim dalam sertifikasi 

ekonomi syari’ah 

sengketa ekonomi 

syariah 

 

 
Tercapainya target 

penyelesaian perkara 

melalui mediasi. 

 

Menyelenggarakan 

mediasi yang berkualitas 

sebagai sarana 

penyelesaian perkara 

4 
Peningkatan 

pelaporan perkara 

berbasis IT 

1. Mendata perkara yang 

diterima dan yang 

diputus setiap akhir bulan 

Tercapainya 

penyampaian laporan 

perkara tepat waktu 

 

2. Menginput data perkara 

dalam aplikasi laporan 

perkara 

3. Mengirimkan laporan 

perkara paling lambat 

tanggal 5 bulan 

berikutnya 

 
2. Bidang Administrasi Persidangan 

 
NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

1 Pelaksanaan 

administrasi 

persidangan 

secara cepat, 

tepat, tertib dan 

benar. 

1. Membuat Susunan 

Majelis Hak 

2. im, berdasarkan Daftar 

Urutan Senioritas 

Hakim 

Terselenggaranya 

keseragaman pola 

administrasi dan 

manejemen peradilan. 

 

2. Membuat Jadwal 

persidangan secara 

teratur 

3. Membagi perkara 

kepada Majelis Hakim 

secara berurutan dan 

berimbang. 

4. Meningkatkan 

penggunaan lnstrument 

persidangan melalui 

SIPP. 

5. Menyelesaikan 

pembuatan BAS satu 

hari kerja sebelum 

sidang berikutnya. 
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NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

  6. Melaksanakan panggilan 

para pihak minimal 3 

(tiga) hari kerja sebelum 

sidang, dan relaas telah 

masuk berkas maksimal 

1 (satu) hari kerja 

sebelum sidang 

  

7. Melakukan one day 

minutes perkara setelah 

putus 

 
 

3. Bidang Administrasi Yustisial 

 
NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

1 Pelaksanaan 

tertib administrasi 

perkara sesuai 

dengan Bindalmin 

dan aplikasi SIPP 

Melaksanakan 

administrasi perkara 

melalui SIPP meliputi: 

1. Memperbaharui SK 

penunjukan petugas 

PTSP dan kasir. 

2. Menerima pendaftaran 

perkara. 

3. Melakukan pengisian 

buku register perkara. 

4. Melakukan pengisian 

buku keuangan 

5. Melakukan minutasi. 

6. Melakukan penyerahan 

salinan putusan dan 

akta-akta lainnya. 

7. Membuat statistik 

perkara 

Terselenggaranya 

keseragaman 

administrasi perkara 

sesuai Bindalmin 

dengan aplikasi SIPP. 

 

2 Peningkatan 
pelaksanaan 
administrasi 
perkara sesuai 
dengan pola 
Bindalmin dan 
SIPP 

1. Menerapkan sistem 

SIPP dalam proses 

penyelesaian perkara 

dan mekanisme layanan 

bagi masyarakat pencari 

keadilan 

Terwujudnya 

administrasi perkara 

yang tertib dan benar 

melalui SIPP 

 

2. Mengadakan 
pendalaman/kajian pola 
bindalmin/teknis 
administrasi dan teknis 
yustisial 
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NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

  3. Mengadakan monitoring 

dan evaluasi 

pelaksanaan 

administrasi peradilan 

meliputi: 

a. Penerimaan perkara 

b. Penulisan register 

c. Pembukuan 

keuangan 

d. Laporan dan 

kearsipan 

e. Minutasi 

  

3 Peningkatkan 

pengetahuan dan 

SDM dalam hal 

pengelolaan SIPP 

dan e-court. 

1. Mengadakan DDTTK 

terhadap pengguna 

aplikasi SIPP dan e- 

court, dan 

mengikutsertakan user 

SIPP dalam kegiatan 

Bimtek SIPP yang 

diadakan oleh PTA dan 

Badilag. 

  

2. Menambah sarana dan 

perangkat yang 

berkenaan dengan 

penggunaan SIPP dan e- 

court. 

3. Mengaktifkan 

penggunaan SIPP oleh 

seluruh user. 

4. Mengintensifkan 

pengawasan dan 

monitoring terhadap 

penyelenggaraan SIPP 

dan e-court. 

4 Penyelenggaraan 

pengelolaan arsip 

perkara secara 

tertib, rapi dan 

aman, baik secara 

manual maupun 

elektronik. 

1. Menghimpun putusan 

Pengadilan Agama 

Bontangtahun 2026 

Terwujudnya 

pengelolaan arsip 

yang baik serta dapat 

memberikan 

informasi dengan 

cepat. 

 

2. Menempatkan arsip 

berkas perkara secara 

tertib dalam box dan 

menyimpannya pada rak 

secara aman sesuai 

dengan jenis berkas 

perkara serta arsip digital 
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NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

  3. Menyimpan semua arsip 

berkas perkara dalam 

dokumen/box. 

  

5 Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Agama 

kepada 

masyarakat 

1. Memberikan pelayanan 

prodeo (pembebasan 

biaya perkara) sebanyak 

70 perkara 

Terselenggaranya 

pelayanan dukungan 

penyelesaian perkara 

 

2. Memberikan pelananan 

jasa konsultasi pelayanan 

hukum (posbakum) bagi 

masyarakat sebanyak 

1000 Jam layanan. 

3. Memberikan pelayanan 

istbat nikah luar negeri 

6 Peningkatan 

penerapan 

pemanggilan 

Relaas melalui 

SIPP 

Mengintensifkan 

penggunaan aplikasi SIPP 

untuk mengirim dan 

mengambil adat relass 

bantuan panggilan 

(PBT.D39) 

Terlaksananya 

penyampaian bantuan 

pemanggilan /PBT 

dengan cepat. 

 

7 Pelaksanaan 

pengiriman 

petikan putusan 

ke KUA 

Mengintensifkan 

pengiriman petitum 

putusan ke KUA 

Terkirimnya petitum 

putusan yang telah 

berkekuatan hukum 

tetap ke KUA. 

 

 

 
iii. Administrasi Umum 

1. Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana 

 
NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

1 Peningkatan 
disiplin pegawai 

1. Menyiapkan dan 

mengolah daftar hadir 

dan pulang baik manual 

dan fingerprint 

Terwujudnya 

kedisiplinan pegawai 

 

2. Monitoring kedisiplinan 

pegawai melalui data 

rekap absen 

3. Melaksanakan evaluasi 

kedisplinan pegawai 

2 Penyelenggaraan 
sistem 
pengelolaan data 
pegawai 

1. Menata dan melengkapi 

jenis berkas 

kepegawaian pada file 

masing-masing pegawai 

Tersedianya dan 

terupdatenya 

kelengkapan berkas 
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NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

  2. Mengisi kelengkapan 

data pegawai pada buku 

induk kepegawaian 

pegawai baik manual 

mapun elektronik 

 

3. Mengupdate data 

pegawai dalam aplikasi 

SIKEP, SAPK BKN, 

LHKPN dan Komdanas 

4. Monitoring aplikasi 

SIMPEG, SIKEP, SAPK 

BKN, LHKPN dan 

Komdanas 

3 Peningkatan 
kualitas SDM 
melalui 
pengusulan 
pendidikan dan 
pelatihan bagi 
pegawai serta 
penyusunan 
kompetensi 
pegawai 

1. Mengajukan usul 

pegawai untuk mengikuti 

bintek, diklat dan 

sosialisasi 

Terwujudnya kualitas 

SDM yang kompeten. 

 

2. Menyusun Kompetensi 

seluruh pegawai 

4 Pengusulan 
pengembangan 
karir pegawai dan 
rolling melalui 
Rapat Baperjakat 

1. Mengadakan rapat 

Baperjakat untuk 

promosi pegawai 

maupun rolling 

Terselenggaranya 

kegiatan promosi dan 

mutasi 

 

2. Mengajukan usul 

promosi jabatan hasil 

rapat Baperjakat 

5 Peningkatan 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 

1. Membuat buku kontrol 

KGB san menerbitkan 

SK Kenaikan Gaji 

Berkala 

Terselenggaranya 

administrasi pegawai 

yang baik 

 

2. Membuat buku kontrol 

kenaikan pangkat dan 

mengajukan usulan 

kenaikan pangkat Hakim 

dan PNS secara 

paperless maupun 

manual 

 

3. Mendistribusikan 

Formulir Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) setiap 

tahun 
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NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

  4. Membuat buku kontrol 

dan mengusulkan 

penghargaan satya 

lencana 

  

5. Memperbaharui data 

statstik pegawai 

6. Membuat buku kontrol 

cuti dan melayani 

permohonan cuti 

pegawai 

7. Mengajukan usul 

pembauatan karpeg, 

karis, karsu, askes, 

taspen, dll. 

6 Penyusunan 
Laporan 
Kepegawaian 

1. Menyusun Daftar Urutan 

Kepangkatan (DUK) 

Terlaksananya laporan 

kepegawai sesuai 

peraturan 

 

2. Memperbarui Job 

description (Uraian 

tugas) dan papan nama 

JD di meja masing- 

masing pegawai 

3. Memperbaharui Struktur 

Organisasi, papan nama 

dan data personalia 

4. Mengupdate bezzeting 

formasi dan peta jabatan 

5. Membuat laporan 

pegawai persemester 

dan tahunan 

7 Pembuatan/ 

penerbitan Surat 

Keputusan sesuai 

dengan kebutuhan 

Membuat, menerbitkan 

dan memperbaharui SK- 

SK sesuai dengan 

kebutuhan tugas dan 

fungsi dan peraturan yang 

berlaku 

Tersedianya payung 

hukum untuk 

melaksanakan tugas 

dan fungsi 

 

8 Pelaksanaan 

pelantikan dan 

pengambilan 

sumpah jabatan 

1. Menyiapkan naskah 

pelantikan dan 

pengambilan sumpah 

jabatan 

Terselenggaranya 

pelantikan dan 

pengambilan sumpah 

jabatan 
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NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

  f. Rapat Koordinasi Internal 

 
g. Koordinasi/Konsultasi 

 
h. Koordinasi/Konsultasi 

RKAKL/Penyusunan Laporan 

keuangan 

 

i. Hak Keuangan dan Fasilitas 

Hakim 

  

3. Merealisasikan Program 

manajemen peradilan (DIPA 04): 

 
a. Pembebasan biaya perkara 

 
b. Layanan Bantuan Hukum 

3 Pelaporan 

pelaksanaan 

anggaran 

1. Menginput realisasi kinerja 

anggaran pertriwulan pada 

aplikasi http: e-monev. 

bappenas. go.id. 

Terlaksananya 

monitoring 

pelaksanaan 

anggaran 

 

2. Menginput realisasi anggaran 

tiap bulan pada http: 

monev.anggaran.depkeu.go.id. 

4 Pelaksanaan 
pembayaran hak- 
hak pegawai 

1. Mengajukan pembayaran gaji 

pegawai setiap bulan 

Terlaksananya 
pembayara 
hak-hak 
pegawai 

 

2. Mengajukan pembayaran uang 

makan pegawai setiap bulan 

3. Mengajukan pembayaran 

remunerasi pegawai setiap 

bulan 

5 Peningkatan 
administrasi 
pengelolaan 
anggaran 

1. Mencatat realisasi anggaran 

pada SAKTI. 

Terselenggara 
nnya 
administrasi 
pengelolaan 
anggaran 

 

2. Menyimpan semua bukti 

pembayaran. 

3. Menyetorkan pajak sesuai 

peraturan. 

4. Membuat dan melaporkan LPJ 

Bendahara tepat waktu 
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NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

  5. Melaksanakan rekonsiliasi 

keuangan setiap bulan. 

  

6. Melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan anggaran 

6 Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 

1. Menyiapkan dokumen 
pendukung untuk penyusunan 
laporan keuangan 

Tersusunnya 
laporan 
keuangan tepat 
waktu 

 

2. Menyusun laporan keuangan 
01 dan 04 tiap semester. 

3. Menyusun laporan keuangan 
wilayah 04. 

4. Mengirim laporan keuangan ke 
Kanwil dan PTA Samarinda 

7 Pengusulan 
penetapan stasus 
penggunaan BMN 

1. Menginventarisir BMN yang 

belum dilakukan penetapan 

statusnya 

Terwujudnya 
tertib 
penggunaan 
BMN 

 

2. Mengajukan usul penetapan 

status penggunaan BMN 

8 Peningkatan 
pengelolaan 
perpustakaan 

1. Menginventarisir buku yang 

ada 

Terkelolanya 
perpustakaan 
dengan baik 

 

2. Memcatat dan penomoran buku 

perpustakaan 

3. Membuat kartu pinjaman buku 

perpustakaan 

4. Membuat kartu anggota 

perpustakaan 

5. Mengoptimalkan aplikasi 

perpustakaan yang ada 

9 Peningkatan 
pengelolaan 
lingkungan kerja 
yang bersih dan 
asri 

1. Menjaga kebersihan kamar 

mandi dan lingkungan 

perkantoran 

Terwujudnya 
lingkungan 
kerja dan 
lingkungan 
kantor yang 
bersih, sehat 
dan nyaman 

 

2. Mengoptimalkan bagian 

cleaning servis dalam 

kebersihan kantor 

3. Mengadakan kegiatan jumat 

bersih 
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2. Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan 

 
NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

1 Penyusunan 
rencana anggaran 
tahun 2026 
RKA/KL 2026 

1. Mengadakan rapat 

untuk membuat daftar 

kebutuhan dengan 

melibatkan semua 

unsur. 

Tersusunnya RKAKL 

2026 berbasis kinerja 

dan akuntabel 

 

  2. Menyiapkan data 

dukung (TOR dan 

RAB) 

 

3. Menyusun RKA-KL 

2026 dan mengirimkan 

ke PTA Samarinda 

 

2 Pelaksanaan 

rencana 

penggunaan 

anggaran Tahun 

1. Menyusun jadwal 

rencana penarikan/ 

pelaksanaan anggaran 

DIPA tahun 2026 

Tersusunnya jadwal 

rencana penggunaan 

anggaran 

 

 2026  

2. Melakukan sosialisasi 

rencanaan penggunaan 

anggaran DIPA 2026 

3 Pelaksanaan input Menginput dan Terlaksananya  

 Rencana Umum mengupload Rencana rencana umum 
 Pengadaan pada Umum Pengadaan (RUP) pengadaan 

 aplikasi SIRUP 2026 dalam aplikasi  

  SIRUP di akhir tahun  

  2026.  

4 Pengelolaan 

Teknologi 

Informasi dan 

Website 

1. Mengisi, mengupload 

dan mengupdate 

konten-konten website 

PA Bontang 

Tersedianya informasi 

dan layanan publik 

yang baik 

 

2. Memonitor terhadap 

penggunaan TI dan 

aplikasi pada PA 

Bontang. 

3. Melakukan pengecekan 

dan pemeliharaan 

jaringan TI secara 

berkala. 

4. Mengadaan rapat tim TI 
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NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

5 Penyusunan 

Laporan Tahunan 

1. Melakukan rapat Tim 

persiapan penyusunan 

Laporan Tahunan 

Tersusunnya laporan 

tahunan PA Bontang 

 

2. Mengumpulkan/inventari 

sir data-data laporan 

tahunan dari seluruh 

unit. 

3. Membuat dan 

menyusun konsep 

laporan tahunan 

4. Rapat evaluasi dan 

perbaikan laporan 

tahunan 

5. Finalisasi laporan 

tahunan 

6. Pencetakan dan 

penggandaan laporan 

tahunan 

7. Pengiriman laporan 

tahunan ke PTA 

Samarinda 

6 Penyusunan 

SAKIP 2026 

1. Melakukan rapat Tim 

Penyusunan IKU 

Tersusunnya IKU PA 

Bontang 

 

2. Membuat dan 

menyusun konsep IKU 

3. Pencetakan dan 

penggandaan IKU 

4. Pengiriman IKU ke PTA 

Samarinda 

1. Melakukan rapat Tim 

Penyusunan Renstra 

Tersusunnya Renstra 

PA Bontang 

 

2. Membuat dan 

menyusun konsep 

Renstra 

3. Pencetakan dan 

penggandaan Renstra 

4. Pengiriman Renstra ke 

PTA Samarinda 

1. Melakukan rapat Tim 

persiapan penyusunan 

LKjIP 

Tersusunnya LKjIP 

PA Bontang 

 

2. Mengumpulkan/invent 

arisir data-data 
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NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

  3.  Membuat dan 

menyusun konsep LKjIP 

  

4. Rapat evaluasi dan 

perbaikan LKjIP 

5.  Finalisasi LKjIP 

6. Pencetakan dan 

penggandaan LKjIP 

7. Pengiriman LKjIP ke 

PTA Samarinda 

7. Penyusunan 

Program Kerja 

2026 

1. Menyusun Program 

Kerja 2026 

Tersusunnya Program 

Kerja PA Bontang 

 

2. Mensosialisasikan 

Program Kerja 2026 di 

awal tahun 

 

 
iv. Pembinaan Dan Pengawasan 

 
NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

1 Peningkatan 

pembinaan 

pegawai 

1. Melakukan Pembinaan 

oleh pimpinan minimal 3 

bulan sekali terhadap 

pejabat dan pegawai 

terhadap kinerja 

Terlaksananya 

Pembinaan secara 

Optimal 

 

2. Melakukan diskusi, 

DDTK atau studi kasus 

dari tugas dan fungsi. 

3. Sosialisasi peraturan, 

kebijakan dan informasi 

baru 

2 Peningkatan 

Pengawasan 

1. Membentuk Tim 

Pengawas (Hawas bid). 
Terlaksananya 

Pembinaan dan 

Pengawasan secara 

Optimal 

 

2. Menerbitkan SK Hakim 

Pengawas Bidang. 

3. Membuat jadwal 

pelaksanaan 

pengawasan 

4. Melakukan pengawasan 

bidang secara rutin 

sesuai jadwal. 

5. Membuat laporan hasil 

pengawasan bidang. 
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NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

  6. Menindaklanjuti laporan 

atau pengaduan 

masyarakat terhadap 

tingkah laku hakim, 

pejabat dan pegawai. 

  

 

 
D. LAIN-LAIN 

 
NO 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN 

 
OUTPUT 

 
KET 

1 IKAHI 1. Mengadakan 

pertemuan informal 

pengurus 

Terwujudnya 

peningkatan kegiatan 

IKAHI 

 

2. Mengadakan diskusi- 

diskusi hukum. 

3. Mengadakan kajian- 

kajian hukum. 

4. Mengadakan 

pembinaan anggota 

IKAHI 

2 Unit Pengelola 

Zakat (UPZ) 

1. Mengelola zakat 

pegawai 
Terkelolanya zakat 

profesi dengan baik 

 

2. Menyalurkan zakat 

kepada pihak yang 

membutuhkan 

3 BAPORSENI 1. Mengadakan latihan 

olahraga secara rutin 
Terciptanya jiwa yang 

sehat dan jasmani 

yang kuat 

 

2. Mengikuti turnamen 

olahraga yang diadakan 

oleh PTA Samarinda 

4 DYK 1. Meringkatkan peran 

aktif dalam berbagai 

kegiatan 

Terselenggaranya 
kegiatan DYK 

 

2. Mengadakan 

pembinaan dan 

pelatihan anggota 

Dharmayukti 

5 KOPERASI 1. Menyusun AD/ART Terselenggaranya 

pengelolaan koperasi 

yang baik 

 

2. Meningkatkan 

pengelolaan koperasi 

3. Menyusun laporan 

keuangan koperasi 

4.  Menyelenggarakan RAT 
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E. PENUTUP 

 
Program Kerja tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang telah disusun berdasarkan 

perencanaan strategis yang ada pada tahun 2026, sedangkan untuk proses 

selanjutnya akan dilakukan pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk 

menilai keberhasilan dan hambatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan 

Agama Bontang. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan kerangka tahapan 

pengumpulan data kinerja kegiatan yang telah dilakukan secara riil dan 

membandingkan dengan rencana tingkat capaian tahun 2026. 

 

 

 
 
 

 

Bontang, 26 Januari 2026 
Ketua, 

Nor Hasanuddin, Lc., M.A. 
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PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2026 
 
 

 

 
No 

 
PROGRAM KERJA 

 
KEGIATAN (ACTION PLAN) 

 
OUTPUT 

WAKTU PELAKSANAAN BIAYA 
(ribuan) 

SUMBER 
DANA 

PENANGGUNG 
JAWAB 

 
KET 

J
A

N
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
P

R
 

M
E

I 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

S
 

S
E

P
 

 

O
K

T
 

N
O

V
 

D
E

S
 

1. MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

A. MANAJEMEN PERADILAN 

 Penyelenggaraan 

pencapaian tujuan 

organisasi Pengadilan 

1. Menyusunan perencanaan yang 

mengacu kepada lnpres 24 tahun 

2014 dengan melibatkan seluruh 

pejabat terkait 

1. Terwujudnya tujuan 

organisasi 

Pengadilan. 

2. Terselenggaranya 

pembinaan dan 

pengawasan melalui 

pemberdayaan 

hakim pengawasan 

bidang 

X           X - - Ketua, Wakil 

Ketua, 

Panitera, 

Sekretaris 

 

2. Melakukan rapat koordinasi dan 

pembinaan dengan bawahan 

secara berkala 

X X X X X X X X X X X X - - Ketua  

3. Melaksanakan kinerja berbasis 

Program sesuai dengan SOP. 

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Wakil 
Ketua, Panitera, 

Sekretaris 

 

4. Melakukan Pengawasan 

terhadap pelaksanaan kinerja 

melalui hakim pengawasan 

bidang sekali dalam 4 bulan 

   X    X    X - - Wakil Ketua  

5. Melakukan penilaian kinerja 

dengan menggunakan SKP 

           X - - Ketua, Wakil 
Ketua, Panitera, 

Sekretaris 

 

B. PELAYANAN PUBLIK 

 1. Peningkatkan 

kemampuan 

petugas PTSP, 

meja Informasi 

dan pengaduan. 

1. Menyelenggarakan kegiatan 

DDTK (Diklat Di Tempat 

Kerja) untuk petugas PTSP, 

meja informasi dan 

pengaduan 

Terwujudnya petugas 

layanan (PTSP) yang 

handal dan kompeten. 

  X   X   X   X - - Panitera Panitera 
Muda 
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  2. Menyediakan SOP layanan 

publik bagi petugas PTSP, 

meja informasi dan 

pengaduan sebagai acuan 

dalam pelaksanaan tugas. 

 X 
 
 
 
 

 
X 

           - - Panitera Panitera 
Muda 

 
 
 
 
Panitera Panitera 

Muda 

 

3. DDTK Pelayanan e-litigasi 

kepada petugas PTSP 

 2. Peningkatan 

mutu pelayanan 

publik bagi 

pencari keadilan 

dan pengguna 

Pengadilan 

melalui 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) 

1. Mengoptimalkan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

dan Meningkatnya 

pemanfaatan TI. 

1. Terselenggaranya 

pelaksanaan 

Pelayanan terpadu 

Satu Pintu (PTSP) 

2. Terwujudkan proses 

peradilan yang 

cepat, sederhana 

dan biaya ringan 

3. Terwujudnya peran 

serta masyarakat 

dalam memperbaiki 

citra peradilan yang 

bermartabat dan 

dihormati 

X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panitera 
Muda 

 

2. Memberikan informasi 

peradilan secara lengkap, 

dan menerima laporan 

pengaduan 

3. Menyampaikan informasi 

kepada masyarakat tentang 

proses peradilan secara 

terbuka 

4. Menerima perkara yang 

diajukan oleh para pihak yang 

berperkara dan menaksir 

panjar biaya yang dituangkan 

dalam SKUM oleh petugas 

secara cepat dan benar 

sesuai dengan SOP 

5. Menerima panjar biaya 

perkara melalui Bank yang 

telah ditunjuk. 

6. Melaksanakan pembuatan 

laporan informasi dan 

pengaduan secara tepat dan 

benar serta mengirimkannya 

tepat waktu. 

7. Menyerahkan salinan 

putusan/penetapan dan akta 

cerai kepada para pihak. 
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  8. Meningkatkan pelayanan e- 

court 

                 

 3. Penyelenggaraan 

data statistik yang 

akurat, informasi 

tentang prosedur 

berperkara dan 

informasi biaya 

perkara. 

1. Menginput data perkara 

sesuai dengan tahapannya 

1. Tersusunnya akurasi 

data dan statistik 

2. Terwujudnya 

keterbukaan 

informasi 

X X X X X X X X X X X X - - Panitera 

Panitera Muda 

 

2. Membuat papan  informasi 

tentang prosedur berperkara 

bagi pencari keadilan 

3. Mempublikasikan 

penggunaan biaya perkara. 

4. Mempublikasikan biaya 

perkara dan penggunaan 

biaya perkara melalui 

banner. 

5. Mempublikasikan informasi 

prosedur perkara melalui 

website. 

 4. Penyampaian 

informasi tentang 

mediator yang 

terdaftar di 

pengadilan 

1. Membuat papan/banner 

kompetensi mediator beserta 

jadwal tugasnya. 

Terselenggaranya 

mediasi yang 

berkualitas. 

 
 
 

 
X 

X           - - Sekretaris 

Kasubbag 

Umum 

 

2. Membuat SK Mediator Tahun 

2026 

 5. Peningkatan 

pendaftaran 

perkara secara 

elektronik (e- 

court) 

1. Melakukan sosialisasi e-court 

lanjutan pada SDM internal. 

Terselenggaranya 

prosedur perkara 

secara elektronik. 

 X               

2. Memberikan informasi melalui 

brosure e-court 

X X X X X X X X X X X X - - Panitera Muda  

3. Memberikan layanan 

informasi pada meja khusus 

e-court 

X X X X X X X X X X X X - - Panitera  

 6. Penyelenggaraan 

Zona Integritas 

menuju Wilayah 

Bebas Korupsi 

(WBK) dan 

Wilayah Birokrasi 

Bersih Melayani 

(WBBM) 

1. Melanjutkan dan menyusun 

dokumen rencana kerja 

pembangunan ZI untuk semua 

area. 

Terselenggaranya 

pemerintahan bebas 

korupsi 

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Wakil 

Ketua, 

Panitera, 

Sekretaris 

 

2. Melakukan pemilihan agen 

perubahan 2026 (role model) 

     X      X   Ketua  

3. Melakukan keterbukaan 

informasi publik 

X X X X X X X X X X X X - - Pimpinan  
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  4. Public Campaign ZI Wilayah 

Bebas Korupsi (banner dan 

audio) 

                 

5. Melakukan monitoring dan 

evaluasi ZI. 

     X      X   Wakil Ketua  

2. TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUSTISIAL 

A. BIDANG TEKNIS YUSTISIAL 

 1. Peningkatan 

kemampuan dan 

profesional hakim 

dalam mewujudkan 

putusan yang 

berkeadilan 

1. Mengadakan diskusi hukum 

secara berkala dan kegiatan 

diklat ditempat kerja (DDTK) 

Terwujudnya 

profesionalisme hakim 

dan kualitas putusan 

yang baik. 

     X      X   Ketua Sesuai 
Kebutuhan 

2. Mengikutsertakan hakim 

dalam kegiatan Bimtek yang 

diadakan oleh PTA 

Samarinda dan 

Badilag/MARI. 

               Sesuai 
Permintaan 

3. Melakukan eksaminasi antar 

Majelis minimal tiga bulan 

sekali 

   X   X   X   X     

 2. Peningkatan 

kemampuan dan 

keterampilan hakim 

bidang ekonomi 

syari'ah. 

1 Menyelenggarakan diskusi- 

diskusi tentang ekonomi 

syari'ah 

Terwujudnya hakim 

yang berkualitas dalam 

penanganan sengketa 

ekonome syari'ah 

     X      X   Ketua Sesuai 
Kebutuhn 

2 Mengikutsertakan hakim 

dalam sertifikasi ekonomi 

syari’ah. 

               Sesuai 
Permintaan 

 3. Peningkatan jumlah 

penyelesaian 

perkara melalui 

mediasi 

Menyelenggarakan mediasi yang 

berkualitas sebagai sarana 

penyelesaian perkara 

Tercapainya target 

penyelesaian perkara 

melalui mediasi. 

X X X X X X X X X X X X - - Ketua  

 4. Peningkatan 

pelaporan perkara 

berbasis IT 

1.Mendata perkara yang diterima 

dan yang diputus setiap akhir 

bulan. 

Tercapainya 

penyampaian laporan 

perkara tepat waktu 

X X X X X X X X X X X X - - Panmud 
Hukum 
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  2. Menginput data perkara dalam 

aplikasi laporan perkara 

                 

3. Mengirimkan laporan perkara 

paling lambat tanggal 5 bulan 

berikutnya. 

B. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN 

 1. Pelaksanaan 

administrasi 

persidangan 

secara cepat, 

tepat, tertib dan 

benar. 

1. Membuat Susunan Majelis 

Hakim, berdasarkan Daftar 

Urutan Senioritas Hakim. 

Terselenggaranya 

keseragaman pola 

administrasi dan 

manejemen peradilan. 

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, 
PP 

 

2. Membuat Jadwal persidangan 

secara teratur. 

3. Membagi perkara kepada 

Majelis Hakim secara 

berurutan dan berimbang. 

4. Meningkatkan penggunaan 

lnstrument persidangan melalui 

SIPP. 

5. Menyelesaikan pembuatan 

BAS satu hari kerja sebelum 

sidang berikutnya. 

6. Melaksanakan panggilan para 

pihak minimal 3 (tiga) hari 

kerja sebelum sidang, dan 

relaas telah masuk berkas 

maksimal 1 (satu) hari kerja 

sebelum sidang. 

7. Melakukan one day minutasi 

perkara setelah putus. 

C. BIDANG ADMINISTRASI YUSTISIAL 

 1. Pelaksanaan tertib 

administrasi 

perkara sesuai 

dengan Bindalmin 

dan aplikasi SIPP 

Melaksanakan administrasi 

perkara melalui SIPP meliputi: 

1. Memperbaharui SK 

penunjukan petugas PTSP 

dan kasir. 

2. Menerima pendaftaran 

perkara. 

Terselenggaranya 

keseragaman 

administrasi perkara 

sesuai Bindalmin 

dengan aplikasi SIPP. 

X X X X X X X X X X X X - - Panitera 

PanmudPP 
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  3. Melakukan pengisian buku 

register perkara. 

4. Melakukan pengisian buku 

keuangan perkara. 

5. Melakukan minutasi. 

6. Melakukan penyerahan 

salinan putusan dan akta-akta 

lainnya. 

7. Membuat statistik perkara. 

                 

 2. Peningkatan 

pelaksanaan 

administrasi 

perkara sesuai 

dengan pola 

Bindalmin dan 

SIPP 

1. Menerapkan sistem SIPP 

dalam proses penyelesaian 

perkara dan mekanisme 

layanan bagi masyarakat 

pencari keadilan. 

Terwujudnya 

administrasi perkara 

yang tertib dan benar 

melalui SIPP 

X X X X X X X X X X X X - - Hakim PP  

2. Mengadakan 

pendalaman/kajian pola 

bindalmin/teknis administrasi 

dan teknis yustisial 

  x   x   x   x   Ketua  

3. Mengadakan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

administrasi peradilan meliputi: 

a. Penerimaan perkara 

b. Penulisan register 

c. Pembukuan keuangan 

d. Laporan dan kearsipan 

e. Minutasi 

X X X X X X X X X X X X - - Ketua 

Wakil Ketua 

Panitera 

 

 3. Peningkatkan 

pengetahuan dan 

SDM dalam hal 

pengelolaan SIPP 

dan e-court. 

1. Mengadakan DDTTK terhadap 

pengguna aplikasi SIPP dan e- 

court, dan mengikutsertakan 

user SIPP dalam kegiatan 

Bimtek SIPP yang diadakan 

oleh PTA dan Badilag. 

Terselenggaranya 

SDM yang handal 

X X X X X X X X X X X X - - Ketua 

Wakil Ketua 

Panitera 

Sesuai 

kebutuhan 

2. Menambah sarana dan 

perangkat yang berkenaan 

dengan penggunaan SIPP dan 

e-court 
27 
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  3. Mengaktifkan penggunaan 

SIPP oleh seluruh user. 

                 

4. Mengintensifkan pengawasan 

dan monitoring terhadap 

penyelenggaraan SIPP dan e- 

court. 

  X   X   X   X   Ketua 

Wakil Ketua 

Panitera 

 

 4. Penyelenggaraan 

pengelolaan arsip 

perkara secara 

tertib, rapi dan 

aman, baik secara 

manual maupun 

elektronik. 

1. Menghimpun putusan 

Pengadilan Agama 

Bontangtahun 2026. 

Terwujudnya 

pengelolaan arsip 

yang baik serta dapat 

memberikan informasi 

dengan cepat. 

X X X X X X X X X X X X - Biaya 

Proses 

Panmud 

hukum 

 

2. Menempatkan arsip berkas 

perkara secara tertib dalam box 

dan menyimpannya pada rak 

secara aman sesuai dengan 

jenis berkas perkara 

3. Menyimpan semua arsip berkas 

perkara dalam dokumen/box. 

 5. Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Agama 

kepada masyarakat 

1. Memberikan pelayanan prodeo 

(pembebasan biaya perkara) 

sebanyak 16 perkara 

Terselenggaranya 

pelayanan dukungan 

penyelesaian perkara 

X X X X X X X X X X X X 1.600.000 DIPA Panmud 

Permohonan 

dan 

Gugatan 

 

2. Memberikan pelananan jasa 

konsultasi pelayanan hukum 

(posyankum) bagi masyrakat 

sebanyak 500 Jam layanan. 

 X X X X X X X X X X X X 50.000.000 DIPA Panmud 
Hukum 

 

3. Memberikan pelayanan istbat 

nikah luar negeri 

               Ketua Panitera Sesuai 

permin 

taan 

 6. Peningkatan 

penerapan 

pemanggilan 

Relaas melalui 

SIPP 

Mengintensivkan penggunaan 

aplikasi SIPP untuk mengirim dan 

mengambil relaas bantuan 

panggilan (PBT.D39) 

Terlaksananya 

penyampaian bantuan 

pemanggilan /PBT 

dengan cepat. 

X X X X X X X X X X X X - - Jurusita  

 7. Pelaksanaan 

pengiriman petikan 

putusan ke KUA 

Mengintensivkan pengiriman 

petitum putusan ke KUA 

Terkirimnya petitum 

putusan yang telah 

berkekuatan hukum 

tetap ke KUA. 

X X X X X X X X X X X X - - Panmud 

Hukum 
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3. ADMINISTRASI UMUM 

A. KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA 

 1. Peningkatan 
disiplin pegawai 

1. Menyiapkan dan mengolah 

daftar hadir dan pulang baik 

manual dan fingerprint 

Terwujudnya 

kedisiplinan pegawai 

X X X X X X X X X X X X - - Ketua 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

 

2. Monitoring kedisiplinan pegawai 

melalui data rekap absen 

3. Melaksanakan evaluasi 

kedisplinan pegawai 

 2. Penyelenggaraan 
sistem pengelolaan 
data pegawai 

1. Menata dan melengkapi jenis 

berkas kepegawaian pada file 

masing-masing pegawai 

Tersedianya dan 

terupdatenya 

kelengkapan berkas 

pegawai baik manual 

mapun elektronik 

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 

Kepegawaian 

 

2. Mengisi kelengkapan data 

pegawai pada buku induk 

kepegawaian 

3. Mengupdate data pegawai 

dalam aplikasi SIKEP, SAPK 

BKN, LHKPN dan Komdanas 

4. Monitoring aplikasi SIMPEG, 

SIKEP, SAPK BKN, LHKPN 

dan Komdanas 

 3. Peningkatan 
kualitas SDM 
melalui 
pengusulan 
pendidikan dan 
pelatihan bagi 
pegawai serta 
penyusunan 
kompetensi 
pegawai 

1. Mengajukan usul pegawai 

untuk mengikuti bintek, diklat 

dan sosialisasi 

Terwujudnya kualitas 

SDM yang kompeten. 

              Kasubbag 

Kepegawaian 

Sesuai 

permintaan 

2. Menyusun kompetensi seluruh 

pegawai 

 4. Pengusulan 
pengembangan 
karir pegawai dan 

1. Mengadakan rapat Baperjakat 

untuk promosi pegawai 

maupun rolling. 

Terselenggaranya 

kegiatan promosi dan 

mutasi 

              Kasubbag 

Kepegawaian 

Sesuai 

kebutuhan 
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 rolling melalui 
Rapat Baperjakat 

2. Mengajukan usul promosi 

jabatan hasil rapat Baperjakat 

                 

 5. Peningkatan 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 

1. Membuat buku kontrol KGB 

san menerbitkan SK Kenaikan 

Gaji Berkala 

Terselenggaranya 

administrasi pegawai 

yang baik 

X X X X      X  X - - Kasubbag 

Kepegawaian 

 

2. Membuat buku kontrol 

kenaikan pangkat dan 

mengajukan usulan kenaikan 

pangkat Hakim dan PNS 

secara paperless maupun 

Manual 

   X        X - - Kasubbag 

Kepegawaian 

 

3. Mendistribusikan Formulir 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

setiap tahun 

X           X - - Kasubbag 

Kepegawaian 

 

4. Membuat buku kontrol dan 

mengusulkan penghargaan 

satya lencana 

          X  - - Kasubbag 

Kepegawaian 

 

5. Memperbaharui data statstik 

pegawai 

X            - - Kasubbag 

Kepegawaian 

 

6. Membuat buku kontrol cuti dan 

melayani permohonan cuti 

pegawai 

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 

Kepegawaian 

Sesuai 

permintaan 

7. Mengajukan usul pembauatan 

karpeg, karis, karsu, askes, 

taspen, dll. 

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 

Kepegawaian 

 

 6. Penyusunan 
Laporan 
Kepegawaian 

1. Menyusun Daftar Urutan 

Kepangkatan (DUK) 

Terlaksananya laporan 

kepegawai sesuai 

peraturan 

X            - - Kasubbag 

Kepegawaian 

 

2. Memperbarui Job deskription 

(Uraian tugas) dan papan nama 

JD di meja masing-masing 

pegawai 

X            - - Kasubbag 

Kepegawaian 

 

3. Memperbaharui Struktur 

Organisasi, papan nama dan 

data personalia 

X            - - Kasubbag 

Kepegawaian 

 

4. Mengupdate bezzeting formasi 

dan peta jabatan 

X   X   X   X   - - Kasubbag 

Kepegawaian 
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  5. Membuat laporan pegawai 

persemester dan tahunan 

      X      X  - Kasubbag 

Kepegawaian 

 

 7. Pembuatan/pene 
rbitan Surat 
Keputusan 
sesuai dengan 
kebutuhan 

Membuat, menerbitkan dan 

memperbaharui SK-SK sesuai 

dengan kebutuhan tugas dan 

fungsi dan peraturan yang 

Berlaku 

Tersedianya payung 

hukum untuk 

melaksanakan tugas 

dan fungsi 

            - - Kasubbag 

Kepegawaian 

Sesuai 

kebutuhan 

 8. Pelaksanaan 
pelantikan dan 
pengambilan 
sumpah jabatan 

1. Menyiapkan naskah 

pelantikan dan pengambilan 

sumpah jabatan 

Terselenggaranya 

pelantikan dan 

pengambilan sumpah 

jabatan 

            - - Sekretaris 

Kasubbag 

Kepegawaian 

Sesuai 

kebutuhan 

2. Menyelenggarakan acara 

pelantikan dan pengambilan 

sumpah jabatan bekerjasama 

dengan bagian umum 

berkaitan dengan keprotolan. 

B. UMUM DAN KEUANGAN 

 1. Peningkatan 

Pengelolaan tata 

persuratan yang 

baik melalui 

aplikasi SMART 

1. Menerima, memproses, 

menscan dan 

mendistribusikan surat masuk 

melalui aplikasi SMART. 

Terwujudnya tata 

persuratan dan 

kearsipan yang baik 

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 

Umum dan 

Keuangan 

 

2. Mencatat, mengagendakan 

dan mengarsipkan surat 

masuk dan surat keluar. 

3. Menyimpan/mengarsipkan 

surat-surat dengan 

berdasarkan klasifikasi. 

4. Melakukan rekapitulasi surat 

masuk dan surat keluar 

sesuai dengan klasifikasinya 

5. Mensosialisasikan aplikasi 

SMART 

  1.  Mengajukan permintaan 

Uang Persediaan (UP) 

 X            - - Sekretaris  
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 2. Pelaksanaan 

Anggaran DIPA 

2026 

2.  Merealisasikan kegiatan 

penyelenggaraan operasional 

dan pemeliharaan kantor: 

Terlaksananya 

realiasasi anggaran 

yang baik 

                

a. Kebutuhan sehari-hari 

perkantoran termasuk 

pembayaran tenaga 

honorer 

X X X X X X X X X X X X Rp 623.797.0000 DIPA KPA  

b. Langganan daya dan 

jasa 

X X X X X X X X X X X X Rp 196.635.000  DIPA KPA  

c. Pemeliharaan gedung 

kantor 

   X     X    Rp 190.000.000 DIPA KPA  

d. Pembayaran terkait 

pelaksanaan operasional 

kantor 

X X X X X X X X X X X X Rp 90.370.000 DIPA KPA  

e.  Layanan Manajemen Kinerja 
Internal 

X X X X X X X X X X X X Rp 300.000 DIPA KPA  

f. Koordinasi/Konsultasi Ke 
PTA dan Badilag 

  X   X   X   X Rp 68.760.000 DIPA KPA  

g. Belanja Perjalanan Dinas 

Biasa 

X   X   X   X   Rp. 10.300.000 DIPA KPA  

3.  Merealisasikan Program 

manajemen peradilan (DIPA 

04): 

                 

a. Pembebasan biaya 

perkara 

 X X X X X X X X X X X X Rp 1.600.000 DIPA KPA  

b. Layanan Bantuan Hukum  X X X X X X X X X X X X Rp 50.000000 DIPA KPA  

 4. Pelaporan 

pelaksanaan 

anggaran 

1. Menginput realisasi kinerja 

anggaran pertriwulan pada 

aplikasi http: e- 

monev.bappenas.go.id 

Terlaksananya 

monitoring 

pelaksanaan 

anggaran 

  X   X   X   X   Kasubbag Umum 

dan Keuangan 
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  2. Menginput realisasi anggaran 

tiap bulan pada http: 

monev.anggaran.depkeu.go.id 

 X X X X X X X X X X X X   Kasubbag 

Umum dan 

Keuangan 

 

 5. Pelaksanaan 

pembayaran hak- 

hak pegawai 

1. Mengajukan pembayaran gaji 

pegawai setiap bulan 

Terlaksananya 

pembayaran hak-hak 

pegawai 

X X X X X X X X X X X X Rp. 

2.135.424.000 

DIPA Sekretaris 

Kasubbag. 

Umum dan 

Keuangan 

 

2. Mengajukan pembayaran 

remunerasi pegawai setiap 

bulan 

X X X X X X X X X X X X  DIPA Sekretaris  

 6. Peningkatan 

administrasi 

pengelolaan 

anggaran 

1. Mencatat realisasi anggaran 

pada SILABI. 

Terselenggarannya 

administrasi 

pengelolaan anggaran 

X X X X X X X X X X X X   Sekretaris 

Bendahara 

 

2. Menyimpan semua bukti 

pembayaran. 

3. Menyetorkan pajak sesuai 

peraturan. 

4. Membuat dan melaporkan 

LPJ Bendahara tepat waktu. 

5. Melaksanakan rekonsiliasi 

keuangan setiap bulan. 

6. Melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan anggaran 

 7. Penyusunan 

Laporan Keuangan 

1. Menyiapkan dokumen 

pendukung untuk penyusunan 

laporan keuangan 

Tersusunnya laporan 

keuangan tepat waktu 

X      X        Sekretaris 

Kasubbag. 

Umum dan 

Keuangan 

 

2. Menyusun laporan keuangan 

01 dan 04 tiap semester. 

3. Menyusun laporan keuangan 

wilayah 04. 

4. Mengirim laporan keuangan 

ke Kanwil dan PTA 

Samarinda 
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 8. Peningkatan 

pengelolaan 

Barang Milik 

Negara 

1. Mencatat penambahan dan 

pengurangan BMN dalam 

aplikasi e-Sadewa 

Terwujudnya 

pengelolaan BMN 

yang baik. 

              Sekretaris 

Kasubbag. 

Umum dan 

keuangan 

Sesuia 

keadaan 

2. Memperbarui DBR pada tiap 

ruangan 

               Sekretaris 

Kasubbag. 

Umum dan 

keuangan 

3. Melakukan rekonsiliasi BMN 

tiap semester 

 X X X X X X X X X X X X   Sekretaris 

Kasubbag. 

Umum dan 

keuangan 

 

4. Membuat laporan BMN 

semesteran dan tahunan 

 X      X        Sekretaris 

Kasubbag. 

Umum dan 

keuangan 

 

5. Melaksanakan opname fisik 

barang persediaan tiap 

semester 

      X      X   Sekretaris 

Kasubbag. 

Umum dan 

keuangan 

 

 9. Pengusulan 

penetapan stasus 

penggunaan BMN 

1. Menginventarisir BMN yang 

belum dilakukan penetapan 

statusnya 

Terwujudnya tertib 

penggunaan BMN 

  X            Sekretaris 

Kasubbag. 

Umum dan 

keuangan 

 

2. Mengajukan usul penetapan 

status penggunaan BMN 

 10. Peningkatan 

pengelolaan 

perpustakaan 

1. Menginventarisir buku yang 

Ada 

Terkelolanya 

perpustakaan dengan 

baik 

X X X X X X X X X X X X   Kasubbag. 

Umum dan 

keuangan 

 

2. Memcatat dan penomoran 

buku perpustakaan 

3. Membuat kartu pinjaman buku 

Perpustakaan 

4. Membuat kartu anggota 

Perpustakaan 

5. Mengoptimalkan aplikasi 

perpustakaan yang ada 



35 
 

 11. Peningkatan 

pengelolaan 

lingkungan kerja 

yang bersih dan 

asri 

1. Menjaga kebersihan kamar 

mandi dan lingkungan 

perkantoran 

Terwujudnya 

lingkungan kerja dan 

lingkungan kantor 

yang bersih, sehat 

dan nyaman. 

X X X X X X X X X X X X   Kasubbag. 

Umum dan 

keuangan 

 

2. Mengoptimalkan bagian 

cleaning servis dalam 

kebersihan kantor dengan 

penggunaan cheklist 

Kebersihan 

3. Mengadakan kegiatan jumat 

bersih 

C. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN LAPORAN 

 1. Penyusunan 

rencana anggaran 

tahun 

2026(RKA/KL 

2026) 

1. Mengadakan rapat untuk 

membuat daftar kebutuhan 

dengan melibatkan semua 

unsur. 

Tersusunnya RKAKL 

2026 berbasis kinerja 

dan akuntabel 

X     X    X     Kasubbag 

PTIP 

 

2. Menyiapkan data dukung 

(TOR dan RAB) 

3. Menyusun RKA-KL 2026 dan 

mengirimkan ke PTA 

Samarinda 

 2. Pelaksanaan 

rencana 

penggunaan 

anggaran Tahun 

2026 

1. Menyusun jadwal rencana 

penarikan/pelaksanaan 

anggaran DIPA tahun 2026 

Tersusunnya jadwal 

rencana penggunaan 

anggaran 

X              PPK 

Sekretaris 

 

2. Melakukan sosialisasi 

rencanaan penggunaan 

anggaran DIPA 2026 

 3. Pelaksanaan input 

Rencana Umum 

Pengadaan pada 

aplikasi SIRUP 

Menginput dan mengupload 

Rencana Umum Pengadaan 

(RUP) 2026 dalam aplikasi SIRUP 

di akhirl tahun 2026. 

Terlaksananya 

rencana umum 

pengadaan 

X              PPK  

 4. Pengelolaan 

Teknologi Informasi 

dan Website 

1. Mengisi, mengupload dan 

mengupdate konten-konten 

website PA Bontang. 

Tersedianya informasi 

dan layanan publik 

yang baik 

X X X X X X X X X X X X   KasubbagPTIP  

2. Memonitor terhadap 

penggunaan TI dan aplikasi 

pada PA Bontang 

  X   X   X   X   KasubbagPTIP  
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  3. Melakukan pengecekan dan 

pemeliharaan jaringan TI 

secara berkala. 

   X   X   X   X   KasubbagPTIP  

4. Mengadaan rapat tim TI               Kasubbag 

PTIP 

Sesuai 

keadaan 

 5. Penyusunan 

Laporan Tahunan 

1. Melakukan rapat Tim 

persiapan penyusunan 

Laporan Tahunan 

Tersusunnya laporan 

tahunan PA Bontang 

X           X   Ketua Panitera 

Sekretaris 

Kasubag PTIP 

 

2. Mengumpulkan/inventarisir 

data-data laporan tahunan 

dari seluruh unit. 

3. Membuat dan menyusun 

konsep laporan tahunan 

4. Rapat evaluasi dan perbaikan 

laporan tahunan 

5. Finalisasi laporan tahunan 

6. Pencetakan dan 

penggandaan laporan 

tahunan 

7. Pengiriman laporan tahunan 

ke PTA Samarinda 

 6. Penyusunan 

SAKIP 2026 

1. Melakukan rapat Tim 

Penyusunan IKU 

Tersusunnya IKU PA 

Bontang 

X              Ketua Panitera 

Sekretaris 

Kasubag PTIP 

 

2. Membuat dan menyusun 

konsep IKU 

3. Pencetakan dan 

penggandaan IKU 

 X           

4.  Pengiriman IKU ke PTA 
Samarinda 

1.  Melakukan rapat Tim 

Penyusunan Renstra 

Tersusunnya Renstra 

Bontang 

X              Ketua Panitera 

Sekretaris 

Kasubag PTIP 

 

2. Membuat dan menyusun 

konsep Renstra 

3. Pencetakan dan 

penggandaan Renstra 

 X           

4. PENGIRIMAN RENSTRA KE 
PTA 

SAMARINDA 
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7.Penyusunan 

Program Kerja 

Tahun 2026 

1. Melakukan rapat Tim 

persiapan penyusunan LKJiP 

Tersusunnya LKjIP PA 

Bontang 

 X             Ketua 

Panitera 

Sekretaris 

Kasubag 

PTIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ketua 

Panitera 

Sekretaris 

Kasubag 

PTIP 

 

2. Mengumpulkan/inventarisir 

data-data laporan tahunan 

dari seluruh unit. 

3. Membuat dan menyusun 

konsep LKJiP 

4. Rapat evaluasi dan perbaikan 

LKJiP 

5. Finalisasi LKJiP 

6. Pencetakan dan 

penggandaan LKJiP 

7. Pengiriman LKjIP ke PTA 

Samarinda 

1. Menyusun program kerja 

tahun 2026 

2. Mensosialisasikan Program 

kerja di Awal Tahun 

4. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 1. Peningkatan 

pembinaan 

pegawai 

1. Melakukan Pembinaan oleh 

pimpinan minimal 3 bulan 

sekali terhadap pejabat dan 

pegawai terhadap kinerja. 

Terlaksananya 

Pembinaan secara 

Optimal 

X   X   X   X     Ketua Sesuai 
kebutuhan 
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  2. Melakukan diskusi, DDTK 

atau studi kasus dari tugas 

dan fungsi. 

                 

3. Sosialisasi peraturan, 

kebijakan dan informasi baru. 

 2. Peningkatan 

Pengawasan 

1. Membentuk Tim Pengawas 

(Hawas bid). 

Terlaksananya 

Pembinaan dan 

Pengawasan secara 

Optimal 

   X    X    X   Wakil Ketua  

2. Menerbitkan SK Hakim 

Pengawas Bidang. 

                

3. Membuat jadwal pelaksanaan 

pengawasan 

                

4. Melakukan pengawasan 

bidang secara rutin sesuai 

jadwal. 

                

5. Membuat laporan hasil 

pengawasan bidang. 

                

6. Menindaklanjuti laporan atau 

pengaduan masyarakat 

terhadap tingkah laku hakim, 

pejabat dan pegawai. 

                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Pengadilan Agama Bontang sudah memperbaruai Siaran Pers dan 

Kegiatan Rutin: 

 

 

 

 

 

 



Pengadilan Agama Bontang sudah mengunggah Program Kerja 

tahun 2026: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengadilan Agama Bontang juga telah memperbarui Pengumuman: 
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